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Abstract
Sincethefall ofNewOrderRegime,Indonesiahasbeguna
neweraof democratization.Oneoftheimportantissuesis
thereformulationof civi-militaryrelation.Thepracticeof
militarizationandmilitarism-whichis strongenoughin In-
donesiais consideredasafundamentalwaylayfor thedevel-
opmentofcivil societypathtodemocratization.
Politicalreformin Indonesiaconstitutesa strategicmomen-
tumfor demiliterizationmovement,namelyposingmilitary
professionallyunderthecivilpoliticalcontroldemocratically.
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hubungan sipil militer (HSM) di Indonesia dalam kerangka
berdemokrasi, kian menguat, mengikuti terjadinya kebangkitan
demokrasi di berbagainegara pasca-otoriteryang ditandai oleh
berlangsungnya pergantian kekuasaan di berbagai negara itu.
Munculnya fenomenagugatanbertubi-tubi oleh para aktivis pro
demokrasiyang terarahke tubuh tentara(TNI), nampaknya,telah
mengawalipembahasanpersoalanhubungan sipil militer ini. Isu
pencabutanDwi FungsiTentaraNasionalIndonesia(TNI), kekerasan
hukumolehaparat,pelanggaranHAM serta,ragamtindakanrepressi
atassejumlahkegiatandemokrasimerupakanisu-isupopulerdalam
wacanahubungan sipil-militer dalam demokrasi. Mengapa arah
gugatansenantiasadialamatkanpadamiliter?
Kita memangmemiliki catatan buruk dalam persoalan ini.
Pengalamansejarahbegitupanjangselamalebihdari tigapuluh dua
tahun-saat rezimordebaruberkuasa- praktik-praktikotoriterisme
secaramassiftidaklainmerupakankaryamiliter.Sebagai"mesinresmi"
kekerasan egara,militerdi Indonesiadianggapmampumembangun
"integrasi-repressif"secaraefektif terhadapwarga negara.Yakni
"berhasil" mengoperasikan proyek penaklukan "total" kepada
masyarakatdenganmekanismedominatif dan hegemonik.Tidak
mengherankanjikalau momentumledakanperlawananmasyarakat
ataspraktik kesewenang-wenanganmengawaligerakanreformasi
politik beberapatahun belakanganini, senantiasamenempatkan
sasaranutamapadasikapdan perilakumiliter.
Ragamgejolaksosialdan sengketapolitik yangsecarasporadik
berlangsungdi berbagaidaerah,sebagaimanakitasaksikanhinggasaat
ini pun, sepertieskalasikonflik dan kekerasanbaik yang bersifat
struktural maupun berbasiskan masalah SARA, dengan mudah
terbangunkonstruksidarireferensiingatanmasyarakatmengenaisejarah
masalalu. Terordan represiataswargayangmelakukanprotesatau
demonstrasi,terjadinyaperistiwapengebomantempat-tempats rategis,
rangkaianpenculikandan penembakanpara aktivis, dan peristiwa
sejenis,selaluterlintassebagaicara-carakhasparaserdadubersenjata.
Aktordibalikrangkaiantrageditu,dikonstruksikanpubliksebagaiulah
militer.
Kendatipunbeberapakasuskekerasansebagaimanadimaksud
di atas masih kontroversial dan belum terbongkar secarajelas,
sebenarnyapemikiran dan dugaan seperti itu tentu saja dapat
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dimaklumidandipahami.Sejumlahbuktimengenaiekspresikekerasan
aparatbersenjataselamaini telah menjadi ingatan kolektif yang
mengenaskan,yangdengansendirinyamenyebabkankeprihatinandan
kebencianmasyarakat. Karenanya, semua itukian menebalkan
argumenatasadanyakeyakinanbahwa,gerakanreformasipolitik di
Indonesiasaatini dianggap"berhasil'jikalauprasyaratpentingdapat
dipenuhi,yakni dilakukannyaperombakanmendasaratasposisidan
peranmiliterdi Indonesia,yangselamaini telahmelanggartataaturan
main berdemokrasi. Inilah, nampaknya,pekerjaanbesar sebagai
agendastrategisbangsaIndonesiayangmasihproblematikhinggahari
ini.
Berkaitandenganhal itu, tulisan ini mencobamerefleksikan
perjalananreformasi,denganmenitikberatkanpetaproblemmiliterisasi
danpeluanggerakandemiliterisasidi eratransisidemokrasi.Lebihdari
itu, tulisanini jugaberpretensimerumuskankembaliposisidanperan
militerdalamtatapolitikdemokrasi,yangpenulisanggapjugamenjadi
permasalahanseriusdialaminegara-negarapascaotoriter,sepertiIn-
donesia.
Belukar Militerisasi dan Militerisme
Secarakonseptual, struktur politik yang demokratis selalu
ditandai oleh adanya supremasi sipil, dimana militer harus
mengabdikandiri secaraprofesionalpadakeputusan-keputusanpolitik
sipil. Sebagaialatnegara,militerharusdibawahkendalidan kontrol
masyarakatsipil yang direpresentasimelalui keberadaanlembaga
perwakilan rakyat. Kebijakan atau berbagai keputusan dalam
penggunaandan mobilisasi instrumen kekerasanterkait dengan
permasalahanpertahanannegaramaupun keamananmasyarakat,
merupakanprodukpolitik,dankarenanyasudahsemestinyadiproses
melaluiDewan PerwakilanRakyat(DPR), yang sekaligusberfungsi
menjadilembagakontroldari sipil.
Dengankonsepdemikian,makainstitusimiliterhanyalahmenjadi
agenoperasionalataupelaksanaefektifdi lapangan,yangdiikuti pula
oleh mekanismepertanggungjawabanke publik secaratransparan.
Cara kontrol demikian, tentusaja tetapmempertimbangkanpada
prinsip penghargaanatasotoritasprofesionalismeyang diberikan
kepadakemandirianmiliter.SebagaimanadijelaskanHuntington(1957)
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dengan istilah kontrol sipil objektif (objectiveciviliancontrol).l
Ditandaskannya,sesungguhnyarezim otoritarian,apapun tipenya,
mempunyaikesamaandalamsatuhal,yaknidalamhalhubungansipil-
militer, merekatidakbegitudiperhatikandengantepat.Karenaitulah,
hampirsecarakeseluruhannegara-negaraororitariantidak memiliki
karakteristikhubungansipil-militersebagaimanayangadadi negara
industrialyangdemokratis.
Mengadaptasikankonseptualisasisepertiitu, untukkasusdi In-
donesia, nampaknya kita belum memiliki pengalaman otentik
bagaimanasistempolitiksecarasubstansialmenempatkanposisitentara
dalamkerangkasubordinasisipil,apalagidalambentukkontrolefektif
sebagaimanadiberlakukanpada negarademokratis.Bahkan,yang
terjadi di Indonesiajustru sebaliknya.Militerlah yang cenderung
mendominasicivilsociety.Ini dapatdirunutdari pengalamanpanjang
ketika Orde Baru berkuasa, dimana aparat bersenjatalah yang
mempengaruhidanmendeterminasiprosespolitikdi tingkateksekutif
maupun legislatif. Fakta-fakta yang dapat memperkuattesis itu
sedikitnyabisadilacakdalamdua arenapenting.
Pertama,di tingkatnegara.Selamaini eksistensibirokrasi dan
partaipolitiksecaraeksesifterbuktidi bawahbayang-bayangpengaruh
militer,baikterwujuddi levelnilai,strukturorganisasisampaiperilaku
dan sikap yang terbangundi dalamnya.Kondisi yang demikian
berimplikasipada kecenderunganperformancebirokrasiyangsangat
lIangkuhdan angker.1IBirokrasimudahterjerumuspadapenempatan
dirinya sebagaiinstitusi pengontrol warga negara,dan sekadar
bermaknasebagaiajangpenindasanwargasipil secarahegemonik.
Cerminanatassemuaitubisaterungkapkanmelaluibentukkebijakan-
kebijakanbirokrasiyangnyarislahirsebagaiinstrUmenpengekangdan
pembataskebebasanmasyarakat.
Hal yangparaleljugamenimpapartaipolitik. Sebagailembaga
artikulasidanagregasikepentingan,tohpartaipolitik telahterjerembab
SamuelHuntington(1957).TheSoldierandtheState:TheTheoryandpoliticsofCivil-
MilitaryR£lations.Chambridge:HarvardUniversityPress,hal.83-85.
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padakerangkengkorporatismenegara(statecorporatism/,dimana
eksistensinyaterbonsaiolehopresinegara.Dalambahasasederhana,
bekerjadanberprosesnyadominasimiliterlewatcara-caratersebutdi
atasyangdimaksudenganmiliterisasi.Adalahsuatuprosesintervensi
militer dalamarenasipil yang terekspresikandalamdominasi
kelembagaan.
Sementarapada arenakedua,berlangsungpada wilayah
masyarakatsipil,dimanaperandominatifmilitertidakkalahbesamya
dibandingkanpadaarasnegara.Sebagaimanadicatatdalamstudi
Purwosantosodkk (2000),danjugaSutoroEkodkk (2000),intervensi
militerini secaraekspansifberlangsungpadabeberapalocuspenting,
yangmeliputiorganisasiosialpolitik(orsospol)danpendidikan,selain
birokrasi (sebagaimanateruraidi atassbagaibagiannegara).3
Kelompokini dianggapsebagaisalahsatuagenpotensialyang
mereproduksimiliterismedi kalangansipilyangbisakontraproduktif
atasprosesdemokrasi.Militerismedalamkonteksinidipahamisebagai
kenyataantatkala nilai-nilai, cara kerja dan tata organisasi,
penggunaansimbol,dansebagainya,yangkesemuanyaberinteraksi
satusamalain sebagaisistemyangbekerjadibawahkesadarankolektif.4
Dalamkonteksmeluas,militerismedi kalangansipil menjadi
persoalanseriusketikatelahhadirsebagaisuatusistemyangolehpara
pelaku-pelakunyatidaklagidirasakanmanifestasinya.Padahal,jika
militerisasidanmiliterismeyangbekerjadalamsistempemerintahan
suatunegarasertahidupsuburdalamkesadaransipil,makaniscaya
di dalamnyamunculresikodankerawananberupalahirnyawatak
negaraotoriter,dantentusajaakanmengancamtumbuhsemaiancivilsociety.
Sebenamya,kenyataanmengenairelasiantaramiliterisasi-yang
MohtarMas'oed(1989).EkonornidanStrukturPolitik,Ord£Baru1966-1971.Jakarta:LP3ES.
Purwo Santoso,00.(2000).MelucutiSerdaduSipil: MengembangkanWacanaDemiliterisme
dalarnKornunitasSipi/.Yogyakarta:FISIPOL-UGM, hal. 8. Bacapula bekerjanya
militerismeini denganmengungkapkanpadapengalamanmasyarakatlokal dari
risetIREdalamSutoroEko,00.(2000).,MasyarakatPascaMiliter,TantangandanPeluang
DemiliterismediIndonesia.Yogyakarta:IRE.
ibid.
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ditandaiolehintervensikelernbagaanmiliterdalamkehidupansipil-
denganmiliterisme-yang ditandaidenganterbangunnyakultur dan
ideologimiliterdalamkesadaranmasyarakatsipil- dapatdirumuskan
secarateoritis.Mengikuti ulasandari Andrew Ross (1987)misalnya,
dapatdijadikan rujukanpenting.Ross mencatatbahwa militerisasi
merupakansebuahprosesyan&bisamengarahpadamiliterisme,dan
keduanya saling berkaitan. Titik temu antaramiliterisasi dan
militerismeini terletakpada aspekpemujaanterhadappeperangan
dan persiapan perang . Artinya, berbagai aktivitas sosial dalam
masyarakatmengarahataudirancangmenujuke perang.Persiapan
perang itu didesain sebagaiperangkat pertahanan (defence)dan
pencegahan,entaholehnegara,masyarakatataukelompok-kelompok
sosial.Akan tetapi,yangjugapentingdi sini,mengikutipikiranShaw
(1993),militerisme secarasederhanaberwujud dalam pengaruh
organisasi,nilai dan ide-idemiliter ke dalamstruktursosialsebagai
akibatmiliterisasi.7
Ekspresi Militerisasi Tingkat Lokal
Jika direHeksikan pengalaman empiris di tingkat lokal,
menunjukkanbahwamiliterisasidanmiliterismeterbuktimasihcukup
efektif mengkerangkengkesadaranmasyarakat.Hasil studi yang
dilakukanIRE (2001)menunjukkanbahwabentukmiliterisasiyang
palingnampakdi tingkatkecamatanadalahketerlibatanmiliter/polisi
dalam struktur kekuasaanpemerintahdaerahkecamatansebagai
MusyawarahPimpinanKecamatan(Muspika)yangmelibatkantiga
elemenpimpinandi tingkatkecamatan(Tripika),yaituCamat,Kapolsek
danDanramil.KeberadaanTripika sebagaiwarisanpemerintahOrba
ini masihdominan dalam mengaturroda pemerintahandi tingkat
AndrewRoss(1987).'DimensionsofMiliterisationinTheThirdWorld.'ArmedForces
andSociety.Vol. 13. Bacapula penjelasankompleksitasmatarantaihubungan
militerisasidanmiliterismeinidarihasilrisetdalambukuSutoroEko,ed.(2000).Hal.
16-17.
AlfredVagts(1959).A HistoryofMilitarism,CivilianandMilitary.London:Hollis and
Carter.
MartinShaw(1993).Post-MilitarySociety.London:PolityPress.
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kecamatan.Banyakcampur tanganatasberbagaisendi kehidupan
masyarakat,dan eksistensinyanyaris tanpakontrol dari wargasipil.
Hal ini disebabkanpenempatanstrukturpemerintahkecamatanhanya
sebagaikepanjangantanganpemerintah Kabupaten atau Kota,8
sehinggainstansipemerintahKabupaten(Itwilkab) yang dianggap
berhakmengawasikinerjakecamatan,danitupunsebataspengawasan
administratif.SementaraPolsekbertanggungjawabsecarahirarkhis
padaPolressebagainstitusidi atasnyadan KoramilpadaKodim.9
Bahkanditemukanpula, Tripika ini meluasmenjadilembaga
penanggungjawabpemerintahan,keamanandanketertibandi seluruh
wilayah kecamatan.Sehingga,ketiga institusi justru melakukan
pengendalianterhadapmasyarakat.Bentuk-bentuksurat perijinan
yanghamsdilewatimelaluiketigainstitusiini merupakancontohnyata
pengendalian Tripika terhadap masyarakat, misalnya dalam
pembuatanSurat KeteranganKelakuan Baik (SKKB). Di samping
sebagaisaranakontrol,aktivitassepertiini menjadilahanatausumber
uangbagipembiayaanmasing-masinginstitusi.lO
Dengan kata lain, akar dominasi militer bisa dilacak dalam
kenyataanempirisbahwasejarahpolitikordebaruselalumenempatkan
tentarapadaposisialatkekuasaanyangmempunyaimplikasiterhadap
tugas yang diembannya, yaitu tidak saja mengurusi masalah
pertahanan,tetapiekspansifkewilayahsosialpolitik.Kendatipunpada
awalnya dibalut oleh pengabdian pada rakyat, tetapi dalam
perkembangan selanjutnya motif kekuasaan menjadi tak
terhindarkan.ll
Bahkan, tidak sajaperan sosial politik yang merasuksecara
ekspansifsebagairesikomiliterisasi,tetapijuga masukpadawilayah
ekonomi yang berbentuk premanisme.Bukti-bukti di lapangan
Strukturpemerintahanyang menempatkanposisi kecamatansepertiini mulai
berubahdenganterbitnyaregulasiberupaUU 22/99melandasikebijakanotonomi
daerahyangmulaiberlakutahun2ool.
DiadaptasikandarihasilstudiIREYogyakartadalamlaporanprogram"Membangun
KontrolMasyarakatTerhadapMiliterdi TingkatKecamatan",2OOl.
10ibid.
1J
S.BayuWahyonodkk (2001).RefungsionalisasiKomandoTeritorialTNI. Yogyakarta:
Inpendam,hal. 2-3
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menunjukkanbahwapraktik-praktikbisnisdanpremanismemiliter
menjadikenyataanyangtidakbisa terelakkandalamkehidupan
masyarakat.12Ekspresikolaboratifpremanismeekonomijugadiperkuat
olehbirokrasisipilyangbersifatmutualistik.Misalnya,melaluipolitik
perijinandiberbagailevelbirokrasisipildanmiliteryangdiperankan
olehelitbirokrasi,tentaradanpebisnis.13Prosespanjangmiliterisasi
danmiliterismedi Indonesia,sebagaimanadiilustrasikandi depan
memangberdampakserius.Yaknimengakibatkanmarginalisasirakyat,
yang ditandai denganmerosotnyakapasitasatau kesadaran
masyarakatuntukmandiri.
Di luar itu semua,fenomenayangcukuprawandari resiko
militerismedi arenasipil sangatjelasdari ledakanpertumbuhan
pasukanmilisisipildiberbagaidaerah.Pasukan"keamanansipil"yang
saatini demikianpopulerterbentukdi areakonflik,nampaknyabisa
dimaknaisebagairesultantemenguatnyakesadaranmiliteristikdalam
diri sipilwarisanmasalalu.Gejalaini muncul,selainkarenamasih
kuatnyahegemonimiliterismesipil -setelah "kebiasaanpanjang"
ketergantunganditempakan-jugadipahamisebagaireaksinyataatas
kegagalanegaramelaluiaparatkeamanannyadi dalammenjamin
keamananwargasipil.14Ironisnya,militerismeini jugatereproduksi
secaramassifmelaluistrukturkelembagaanpadaormasdanataupartai1
yangmenjadisalahsatusumberkonflikdankekerasanhinggasaatini.1
MomentumPerubahandanTantangan
Semenjakkebangkrutansecaraformalsangrezim"tiranorba"pada
Mei'98,sebagianbesarmasyarakatIndonesia-jugaberbagainegaradi
dunia- berkeyakinanbahwa,reformasit daklainmerupakanbentuk
12
LaporanmenarikbisadilihatpadahasHrisetIREYogyakartad lamProceedingPro-
gram"PenguatanWacanaDemiliterisasiMasyarakatLokal"Maret-Agustus2000
(tidakdipublikasikan),dansimakpulareportaselaporandalamFlilmma,No7,8dan
91ThVII 2000-200l.
13
S.BayuWahyonodkk, (2001)opcit.
14
BacaHustrasiini padatulisanLambangTrijono(2001).KeluardariKemelutMaluku.
Yogyakarta:PustakaPelajar.
15
PurwoSantoso(2000),opcit.
128
~
......
ArieSujito,GeralamDemiliterisasidi EraTransisiDemokrasi
kontrak baru secara bersama dan sekaligus momentum awal bagi
perombakan struktur dan kultur politik secarasubstansial.Di dalam
konteks itu, ia hams mampu menjamin berlangsungnya transformasi
tatapolitikdanekonomiyanglebihbaik.Indonesia,diprediksikanakan
menjadinegarademokrasiketigasesudahAmerikadanIndia.
Perjalananhampir3tahunsebagaimanadisaksikansaatini,tidak
bisa dipungkiri telahmembawadampaksignifikanmengenai
menguatnyaperubahanpolitikdi Indonesia.Liberalisasipolitikyang
dicanangkanpadaeraHabibie,meskipunhanyabersifat'setengahhati'
telahmenjadipeletakdasarbagikebebasanmasyarakatsipil dalam
mengaspirasidanmengagregasikankepentingan,tanpaadanya
kekhawatiranterjaditekanandarimanapun.
Mengikutiarusbesargerakanreformasi,semenjakpergantian
pemerintahanketanganAbdurrahmanWahid(GusDur),nampaknya
mengalamipeningkatansecarakualitatifdibandingeraHabibie.
TindakanspektakulerdanrelatifradikalditempuhGusDur.Gebrakan
awalterpentingdandianggap'berani"dalamrangkamewujudkan
amanatreformasi,setidaknyatercerminmelaluilangkah-Iangkah
demiliterisasipolitik.16Tidakbisadipungkiri,justrumasapemerintahan
AbdurrahmanWahidlahyangberanimerintiskebijakanmenghalau
militerdariarenapolitikpraktis,karenaalasanmendasarperlunya
institusimiliteragartundukdanmengadaptasikanpadaide-ide
demokrasiyangsaatini telahmenjadituntutanobjektifmasyarakat
dunia.
Saatitu,GusDurberkeinginanmemperbaikidanmembangun
kembalikonsephubungansipil-militerdenganlebihmengedepankan
padasupremasisipil,karenakonsepitu secarateoritislebihdekat
dengandemokrasi.Misalnyasaja,strategiuntukpemisahana taramiliter
16
Sebelumnya,dimasaSoeharto,diskursusdemiliterisasipolitikyangsempatmuncul
kepermukaanmemangpernahdiresponsecara"formal"denganpengurangan
jumlahanggotaparlemendari100menjadi75,hingga38orangyangmasihbertahan.
Namun,perubahansubstantifidakpernahterjadi,karenamasihlemahnyadesakan
darimasyarakatsipilsertabelumtersedianyamomentumreformasi.
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dengankepolisian,yangdilandasioleh perbedaansubstansialposisi
dan perannyadalamkehidupanmasyarakat.17Carut-marutnyaposisi
keduanyamenyebabkanhancurnyaprofesionalismeyangsemestinya
diembanoleh keduainstitusi tersebut.Tentara,yangsesungguhnya
hanyamemiliki wilayah pertahanannegaratemyatamerasukiarea
keamananyang merupakanotoritas kepolisian. Sebaliknyapula,
kepolisian yang semestinyamerupakan kekuatan sipil malahan
mengalamimiliterisasi.Sehinggawatakkekerasanlebihmelekatdalam
tubuhkepolisiandibandingdayapersuasidan normahukum ketika
menyelesaikankonflik atausengketadi tubuh masyarakat.Bahkan,
eksesifnyakedua institusi itu pun menjadi alat pemerintahdan18
kelompoktertentuuntukmengamankankekuasaannya,seperti
konspirasipolitikparaelitpenguasatelahmengabsorbsiperhatian
militerdankepolisiansehinggamasukpadaarenainstrik-intrikpolitik,
yangkemudianmeninggalkantugasutamanyasecaraprofesional.
Upaya-upayamembatasiruang militer sebelumnyajuga
diawalinyadenganprosesipilisasiinstitusipertahanan,dimanasecara
simbolisdiwujudkandalambentukpengisianjabatanmenteri
pertahanandarikalangansipil.19Kebijakanparalelberlangsungpula
di tingkatdaerah.Dimanapos-posataujabatan-jabatanpolitikstrategis
yangdulunyadiklaimsebagaijatahperwiramiliter-seperti posisi
gubemur,bupatidanwalikota-mulaibergesersecaracepatketangan
sipil, mengikutiperkembanganeksistensipartaidalamlembaga
perwakilandi tingkatdaerah(DPRD).
Sayangnya,langkah-langkahradikalGusDurmenghalauMillter
17
Kebijakanini tercermindalamTAP MPR No. VI dan VII/MPR/2000 yangberisi
mengenaipemisahanperanclantugaspokokTN! clanPolrldalamkenegaraan.Dimana
TNI bertugassebagaialatpertahanan egaradantidakbolehmencampuriurusan
sosialpoIitik,sementaraPolri bertugasmenjagakeamananmasyarakat.18
KasusyangberkaitandenganupayapeletakanmiIiterdankepoIisiandalamtugas
profesionaldalahterjadinyaketegangantaraKapolriS.Bimantoro(saatitu)yang
berselisihdenganPresidenAbdurrahmanWahidyangmenyulutkontroversi
berkepanjangan.
19
JabatanMenteri Pertahanandari kalangansipil dimulai oleh Prof.Dr. Juwono
Sudarsono,kemudiandigantikanProf.Dr.MahfudMD, danberIanjutpadaMathori
Abdul DJalil di masapemerintahanMegawati.
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dari panggungpolitik itu selalumendapatkantantangandan reaksi
keras,yangbukan sajaberasaldari militersemata,namunjuga oleh
politisi-politisi sipil pro statusquo.Kepentingankonservatifmasih
mengisikelompok-kelompokstrategisdi parlemen,dimanasisa-sisa
kekuatanlama hadir sebagaiagenpenghambatsignifikan untuk
perubahandi eratransisidemokrasi.Pengalamandemikiannyarissarna
denganapayangdiungkapkanLinz dan Stepan(1996),bahwamasa
transisiyang semestinyadiikuti konsolidasisipil dihadapkanpada
benturanpadakekuatan-kekuatanlamayangmasihberupayamenjaga
kekuasaannya.20Faktanya,benturan-benturankebijakanitukianterasa
menyakitkan,saatdimanaGus Dur pun akhirnyagagalmelakukan
pelembagaanpolitik karena ia terjerembabpada personifikasi
kekuasaanmelaluigayaonemanshow.Drama"Buloggate"telahtelah
menjadi pintu perangkap dalam mengakhiri kekuasaannya.21
Disanalah yang menjadi penyebab,mengapareformasi akhimya
dianggap"mandul", karenatidak berhasilmenghancurkanbarisan
neo-orbayangmasihberkeliarandi berbagaiarena.Tidak berlebihan
jika prosesini menjadiperangkapterjadinya"involusipolitik" di era
f
.22
re ormaSl.
]atuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan yang penuh
20JuanLinzdanAlfredStepan(1996).ProblemofDemocracyTransitionandConsolidation.
Baltimore,London:: theJohn HopkinsUniversityPress.
21 Peristiwaini merupakanakumulasiketeganganantaraeksekutifdanparIemenyang
berlarut-larut.
22
Meskibegitu,tindakandemiIiterisasipoIitikpadaerapemerintahanAbdurrahman
Wahidjugamenghasilkanresponperubahaninternal(sebagaiinisiatifmiIiter),yang
tentusajatopanganutamanya dalahdesakanrakyatuntukmelakukanperubahan.
KemauaninstitusimiIiteruntuk melakukanadaptasisesuaituntutanperubahan
direspondenganmelaluiide paradigmabaru (newparadigm)peranmiIiterdi era
reformasi.Misalnya,dengandiadakakannyaseminarmengenaitatarankewenangan
fungsipertahananclankeamananpada16Januari2001sertaRefungsionaIisasiTeritorial
sebagaipemantapanFungsiPemerintahdalamrangkaPertahanandanKeamanan
Negarapada tanggal24-25Januari2001perIu untuk dipahami.Bahkanlangkah
kemajuanyangperIudicatatpulaadalah,penghilanganjabatanKaster(kepalaStaf
Teritorial)miIiteryangsaatterakhirdijabatolehLetnanJenderalAgusWijoyo,yang
kemudiandipromosikanmenjadiWakil KetuaMPR menggantikanHari Sabarno.
Untuk fenomenayang terakhirini masihterjadiperdebatandan tarik-menarik
kepentinganyangbelumusai.
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kontroversialmemangmenjadipersoalanmenarik,yangkemudian
berimplikasipadaperubahanpetapolitiknasional.NaiknyaMegawati
ketampuk ekuasaan,telahmenerbitkanharapansekaligusdianggap
beban berat memandu arah reformasi. Diantaranya harus
mengagendakankonsolidasinasionalsecaracepat.Sukarterelakkan
bahwa,semenjakMegawatimenjadipresidenketeganganantara
parlemendanaksekutifdengansendirinyamereda.23
Kendatipunmemilikiperhatianuntukmembangun"kepastian
politik",sebagianbesarparaaktivisprodemokrasinampakskeptisatas
keberanianMegawatimembendunglajukekuatanneo-orbadalam
kerangkamembangundemokrasidenganmeletakkankerangka
supremasisipil. RangkaianagendarintisanGus Dur agarmiliter
"netral"daripercaturanpolitik,mungkinkahbisadilanjutkandan
dilembagakan?Keraguanitu kianmenguatsaatdimanaMegawati
terbuktimasihmengakomodasigugusjenderaluntukdudukdalam
kursi kabinet.24Selain,masihbesarnyakomposisi"kekuatanlama"
untukmendudukijabatan-jabatanstrategislainnyadalamstruktur
pemerintahan.
Di luarpersoalanitu,dalampenyelesaianragamgejolaksosial
di berbagaidaerah,Megawatimasih"setia"menyertakanekpresi
kekerasan.Penangkapanparaaktivispartaidanormasdi JawaTimur
danbeberapatempatdi JawaTengaholehaparatkeamananmisalnya,
menjadiindikasiawallahirnyapersoalanbaruakibatdarimen~atnya
kembalipendekatanmiliteristikdalammenyelesaikankonflik. Kasus
gagalnyaupayaperundingandi Acehdandisertaipenangkapan
23
Banyakpihakskeptisdenganperkembangansepertiini,misalnyakecenderungan
dilematisikapMegawati,antaramembelaparapendukungnyas atmemperoleh
tiketmenjadipresidenyangsebagianbesaradalahkekuatanstatusquo,ataudesakan
darikekuatanreformasiuntukmenyelesaikanberbagaipersoalanKKN yangmasih
menggurita.
24
Jabatanmenteriyang masih dipegangmiliter pada kabinet "gotong royong"
diantaranyaSusiloB. Yudhoyono(Menkopolsoskam),Hari Sabarno(Mendagri),
Agum Gumelar(Mehub),danbeberapajabatansetingkatmeneteriyangjugadiisi
olehperwiramiliter.
25
TerjadipencekalanterhadapterhadapKetuaPWNU Jawa Timur saatceramahdi
Mojokerto,beberapaharisemenjakGusOur digulingkanolehMegawati.
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terhadaptimrunding,tindakanterorterhadapmasyarakatsipil Aceh
(rnahasiswa,aktivisLSM danperstelah)dapatdijadikanbuktipenting
betapajaminanpolitik dan keamanandi era Megawati pun masih
kedodoran.Rangkaianperistiwasporadikberupaledakanbornyang
rnenewaskanbeberapaorangdi Jakarta,Medandanbeberapatempat
lainnya,jugamenjadiraporburukrezimMegawati.Peristiwatewasnya
TheysEluay,KetuaPresidiumDewanPapua(PDP) yanghinggakini
rnasihmisterius,juga kian menguatkankeyakinanbahwa berbagai
strategikekerasanpolitik di Indonesiamasihdemikianbesardi era
£ . . .26relormaslffil.
KasusmutakhiryangmenunjukkanketidakseriusanMegawati
rnengurangidominasimiliterdalammemperlakukantuntutandaerah,
dengan membuatkeputusan paradoksal. Dapat diambil contoh,
rneskipunNangroAcehDarussalam(NAD) ditetapkanolehpemerintah
dalambentukUU, sebagaijawabanatastuntutanmasyarakatAceh,
tetapitemyatapadasaatbersamaandiikuti p,u1apendiriankomando
daerah militer (KODAM) Iskandar Muda.27Kebijakansepertiini
dianggapbeberapakalanganmerupakanlangkahmundur dan tidak
populer. Mengapa?Pendirian KODAM IskandarMuda dilakukan,
justeru saat Koter sedangmengalamikrisis eksistensinyadi mata
masyarakat.Karuansajakebijakanini kemudianmenimbulkanreaksi
kerasberupapenolakandi kalanganmahasiswa,LSM, mediamassa
dan tokoh-tokohmasyarakat.Berbagaikelompokmahasiswa,seperi
UnsyiahAcehmelakukandemonstrasimenolakKodamIskandarMuda.
Argumennyaadalah,keberadaanKodam tidak akanmenyelesaikan
masalah,malahandianggap akan menambahketegangankarena
kebijakanmiliterisasiberimplikasipadakecenderunganpengedepanan
strategikekerasan.28BeberapaNGO punmenilaipendirianKodamdi
AcehmerupakanbentukpelanggaranterhadapTAP MPR No. IV /MPR/
1999tentangGBHN. Menurutmereka,seharusnyayangperludilakukan
26
Meskimasihbersifathipotetis,tewasnyaTheysdianggapadakaitannyadengan
keterlibatanmiliter(Kopassus),bacamajalahTempo,19-25November200l.
27
TempoInteraktif,4Januari2002
28
Kompas,12Januari2002
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pemerintahmenyangkutAcehadalahpengusutandanpengadilanjujur
bagiparapelanggarHAM di Aceh.29
Gerakan Demiliterisasi
Secarateoritis, demokratisasidan desentralisasitidak akan
operasionaljika tidakdiikuti demiliterisasi.Karenatransisidemokrasi
yangdiupayakandi Indonesiamasihmewarisiguritamiliterisasiyang
berakarkuat dalam rezim otoritarian(Orde Barn)sebelumnya.ltu
berarti prasyarat penting yang harus dipenuhi adalah tegaknya
supremasisipil,absennyamiliterdariarenapolitik,terbangunnyamiliter
profesional,sertapenguatankontrol masyarakatterhadapOOliter.
Bagaimanagagasanini diupayakan?
Dalamkonteksdesentralisasi,urusan"keamanan',30sosialyang
selamaini dimonopolitentara-kepolisiansecarahirarkhis-sentralistik,
nampaknyaperIu untuk didesentralisirke daerah.Bahkanke secara
substansialmampumelibatkankontrolsipil,sebagaimanadiilustrasikan
dalam awal tulisan ini. Kendatipun saat ini militer mengalami
delegitimasioleh masyarakatdan tuntutan supremasisipil mulai
menguat,tetapimiliter sebenarnyamasihpowerfulldan hegemonik31
yangsoot dikontrol institusidemokrasidan masyarakatsipil secara
umum.
Salah satu prioritas strategi dasar demiliterisasi untuk
menghilangkan hegemoni di tingkat bawah adalah bagaimana
membatasirnanginstrumenmiliteritu sendiri,yangsampaisaatini
29
Pernyataanini terlontarsaatWorkshop"TinjauanKritis PendirianKodam Aceh",
diselenggarakanolehRIDeP, Jakarta28-29januri 2002.(Kompasonline,29Januari
2(02).
30
Keamanan(security)dalamartiluas,selamaini masihdibelengguhegemonimiliter
yangmengkonstruksi"wilayahotoritastunggal"olehtentara.
31
DapatdibacatemuanrisetyangdilakukanolehPAU-SosialUGM Yogyakarta,Yayasan
SandikotaJakartadan InpendamYogyakarta(2001)mengenaimasih tingginya
pengakuanmasyarakatatasperlunyakehadiranKomandoTeritorial(Koter).Hasil
riset ini memangkontroversialkarenaternyatadijadikanbasisjustifikasimiliter
untukmengukuhkaneksistensiKoterdi tingkatlokal.
32
Komando teritorial ini meliputi Korem (resort),Kodim (kabupaten),Koramil
(kecamatan)sampaidenganBabinsa(desa)
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masih beroperasi secaraefektif. Keberadaan komando teritorial
(Koter)32sebagaibasiskekuasaantentara(AD) di wilayahbawahyang
merasuksecarabirokratisdalamkehidupanmasyarakatsipil.Di zaman
Orde Barn,strukturteritorialdipolitisir oleh penguasamenghadapi
parapenentangnya(kelompokpro demokrasiyangoposisiterhadap
pemerintah),dimana TNI digunakan untuk melakukan tindakan
represif terhadap elemen-elemen masyarakat yang dianggap
bertentangandenganpemerintah.Karenanya,strukturteritoriallebih
banyakmemainkanperansebagaifungsi pemerintahandan politik
ketimbangpertahanan,padahal konsep awalnya didesain untuk
pertahananteritorialnegara.Olehkarenaitu,sebagaialtematifpenting
mengenaikeberadaankomandoteritorialbarangkaliperIu dilakukan,
yakni mengembalikanmiliter institusikomandoteritorialke barak-
barakmiliter,karenapadaprinsipnyatentaraitu harusmobile,bukan
menduduki(menguasai)wilayahdari kantor.33ltu berartikeberadaan
komandoteritorialmenjaditidak relevanlagi, dan perIu dibubarkan
karenajusternmenjadihambatankemandiriandan supremasisipil.
Selain itu, ketidakpercayaanpublik pada militer yang terus
menguatdi masatransisisepertisaatini,tampaknyabelumbisamenjadi
modal kuat untuk merubah militer praetorian menjadi militer
profesiona134,dansekaligusmembawamiliterdariarenasosial-ekonomi-
33 Liliat kristalisasirisetIRE dalamNaskilhAkildemik,"RekonseptualisasiHankamdan
HubunganSipil-MiliterDalamKerangkaDemokratisasidanDesentralisasi",disiapkan
olehSutoroEko,ArieSujitodanAAGN Ari Dwipayana(Institutefor Reseachand
Empowerment,Yogyakarta,2001)
34 Militer profesional,menurutHuntington(1957),mempunyaitiga ciri menonjol.
Pertama,ciri utamanyaadalahkeahlian,dimanamiliter memiliki keahliandan
ketrampilansecaraspesifik.Hal ini diperlukankeahlianyang mendalamuntuk
mengorganisir,merencanakandan mengarahkanaktivitasnya.Kedua,adanya
tanggungjawabsosialyangkhusus.Ketaatanseorangmiliter(perwira)semata-mata
bukanpadakomandan,tetapiharusmemilikitanggungjawabpadanegara.Dengan
katalain,hubungankontroldalamstrukturmiliterprofesionaljugadiletakkanantara
perwira dan komandansecaratimbalbalik terutamaberkaitanuntuk integritas
kepentinganrasional.Kondisi sepertiini tentusajaberlainandi eradulu. Ketiga,
militerprofesionalmemilikikarakterkorporasiyangmelahirkanrasaespritdecorps
yangkuat.Ketigaciri militerprofesionaltersebutmelahirkan,apayangolehHun-
tingtondisebutdenganthemilitarymind,yangmenjadidasarhubunganmiliterdan
negara(SamuelHuntington,1957).
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politik ke arenapertahanan.Di sisi lain, sebagaipenopangutama
demokrasi,elemen-elemenmasyarakatsipil dan masyarakatpolitik
masih lemahdan cerai-beraisehinggamerekabelum cukup kuat
mengontrolsepakterjangmiliter.
DalamkonteksitulahDiamonddan Patiner(2000)menjelaskan,
" ...membangunsupremasisipil tergantungdari strategidan kualitas
kepemimpinanpihaksipil.SemakinbanyakreranmiliterdalampoIitikmaka
semakinkrusialvariabel-variabelpolitik.',3
Maka,institusipolitikyangkuatmenyatuuntuktujuandemokrasi
diantaraelitpolitik sipil-tentunya dengansupportmasyarakat-akan
dapatmembantumenghilangkankembalihakprerogatifdarimiliter.36
Sebaliknya,jika militerkembalimengendalikanlangkahdan karakter
transisi dari kekuasaanotodter, maka tugas untuk menciptakan
supremasisipil dalamkerangkademokrasijelasmenjadilebihberat.37
Karenaitu,membangunsupremasisipil sesungguhnyasalahsatunya
tergantungdari strategidan kualitaskepemimpinandari pihak sipil
yangsedangberkuasauntuk memanfaatkanmomentum,mengelola
potensi dan mengatasi hambatan dalam konsolidasi demokrasi.
Semakinbanyakperanmiliter dalamRolitik makasemakinkrusial
variabel-variabelpolitik tersebutdi atas.38lni1ahtantanganterbesardi
eratransisidemokrasisaatini, yangakanmenjadipenentuperubahan
mendasarIndonesiadi masadepan.***
35 Larry Diamond & Marc Pattner(2000).HubunganSipil-MiliterdanKonsolidasiDemokrasi.
Jakarta: Grarnedia.
36 Diamond&Pattner(2000).Ibid.
37 ibid
38 ibid
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